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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.B/2015/PN SNB TENTANG 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  

A. Analisis SEMA No 04 Tahun 2010 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam 

Putusan No 3/Pid.B/2015/PN Snb Tentang Penyalahgunaan Narkotika 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No 3/Pid.B/2015/PN.Snb 

yang penulis angkat dalam sebuah penelitian ini. 

Terdakwa M. Rizal bin Darusalam diduga melakukan penyalahgunaan 

narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja. Dalam Putusan tersebut 

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 2 (dua) dakwaan: 

1. Dakwaan yang pertama terdakwa dianggap sebagai seorang yang 

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, narkotika 

golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja, yang diancam dengan 

pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika; 

2. Dan dakwaan yang kedua terdakwa dianggap sebagai 

penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan diancam 

dengan pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik 

Indonesia  No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim sepakat menjatuhkan pasal 127 

ayat (1) huruf (a) tentang penyalahgunaan narkotika  kepada terdakwa M. Rizal 

bin Darusalam. Dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun 6 (enam) bulan. 

Adapun unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

putusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Unsur setiap orang 

a) Bahwa M. Rizal bin Darusalam dihadirkan dalam persidangan yang 

setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan 

identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan 

Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa M. 

Rizal bin Darusalam tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan 

ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. 

b) Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Unsur tindak pidana 

“setiap orang” telah terpenuhi. 

2. Unsur menggunakan narkotika golongan 1 

a) berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya 

dipersidangan, dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan 

terdakwa, didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 

November 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lasikin Kecamatan 

Teupah Tengah Kabupaten Simeulue terdakwa ditangkap oleh 

Kepolisian Resor Kabupaten simeulue karena telah melakukan 

penyalahgunaan terhadap Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 
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(satu) paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan 

tanaman dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting, dan biji 

yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 12, 22 (dua belas 

koma dua puluh dua) gram dimana terdakwa mendapat ganja tersebut 

dari saudara hen (DPO) secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi oleh 

terdakwa. 

b) Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi. 

3. Unsur bagi diri sendiri 

a) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan 

terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 

2014 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lasikin Kecamatan Teupah 

Tengah Kabupaten Simeulue  terdakwa tertangkap oleh Kepolisian 

Resor Kabupaten Simeulue karena telah melakukan penyalahgunana 

terhadap Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 (satu) 

paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman 

dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting dan biji yang diduga 

Narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 (dua belas koma dua puluh 

dua) gram dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara 

Hen (DPO) secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi oleh terdakwa. 

b) Berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pusat 

Laboratorium Forensik Polri cabang Medan, dengan surat berupa 

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 7913/NNF/2014 
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tanggal 25 November 2014 dengan kesimpulan bahwa terdakwa M. 

Rizal bin Darusalam telah positif mengandung Tetrahydrocannabinol 

(THC) dimana tanaman ganja daunnya mengandung zat THC, yakni 

suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli kesehatan dianggap 

sebagai “hallucinogenio substance”, yang banyak terdapat dalam 

bunga bagian atasnya. Dimana tanaman ganja tersebut cara 

mengkonsumsinya dengan dihisap seperti rokok, dalam jumlah yang 

besar dan jangka waktu yang lama dapat menimbulkan 

ketergantungan. Termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 nomor 

urut 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

c) Dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi. 

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang 

dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum.
1
 

Dalam pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

dijelaskan bahwa; 

1. setiap penyalahguna: 

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 5. 
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2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. 

3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna 

narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial.
2
 

Hakim dalam memutuskan perkara pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 Undang-

undang No 35 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial.
3
 

Dalam hal membuktikan korban penyalahguna narkotika sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 127 ayat (3) tersebut, maka seharusnya hakim 

mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk 

membuktikan apakah terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi 

diri sendiri. 

Adapun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 

Tahun 2010 menjelaskan bahwa seseorang dianggap sebagai penyalahguna 

narkotika dengan klarifikasi sebagai berikut:
4
 

                                                           
2
 Ibid., 56. 

3
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika. 

4
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga  

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
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1. Terdakwa pada saat tertangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN 

dalam kondisi tertangkap tangan. 

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas ditemukan barang bukti 

pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 

a. Kelompok Metamphetamine (shabu)  : 1 gram 

b. Kelompok MDMA (ekstasi)   : 2,4 gram = 8 butir 

c. Kelompok Heroin     : 1,8 gram 

d. Kelompok Kokain     : 1,8 gram 

e. Kelompok Ganja     : 5 gram 

f. Daun koka      : 5 gram 

g. Meskalin      : 5 gram 

h. Kelompok Psilosybin    : 3 gram 

i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram 

j. Kelompok PCP (phencyclidine)   : 3 gram 

k. Kelompok Fentanil     : 1 gram 

l. Kelompok Metadon     : 0,5 gram 

m. Kelompok Morfin     : 1,8 gram 

n. Kelompok Petidin     : 0,96 gram 

o. Kelompok Kodein     : 72 gram 

p. Kelompok Bufrenorfin    : 32 mg 

Karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan 

secara rinci tentang kriteria penyalahguna narkotika. Padahal setiap 

penyalahguna narkotika secara tidak langsung pasti memelihara, memiliki, 
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menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika. Sedangkan setiap orang 

yang memelihara, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika sudah beda 

lagi hukumannya. 

Dalam menjatuhkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Snb Majelis Hakim tidak 

mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 

2010. Padahal untuk membuktikan dan menerapkan pemidanaan bagi 

penyalahguna narkotika seharusnya dengan mempertimbangkan SEMA tersebut 

untuk menentukan secara jelas terhadap dakwaan yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum, apakah terdakwa dianggap sebagai tindak pidana yang 

diancam dengan pasal 127 atau tindak pidana yang diancam dengan pasal 111. 

Karena munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut 

tidak lain bahwa untuk menentukan kriteria secara rinci bagi tindak pidana 

penyalahguna narkotika dan menempatkan penyalahgunaan narkotika, korban 

penyalahguna narkotika, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

Apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna sesuai dengan kriteria 

yang dijelaskan dalam SEMA No 04 Tahun 2010 tersebut, maka hakim wajib 

memperhatikan pasal 54 dan pasal 103 yang tidak lain mewajibkan untuk 

menempatkan terdakwa ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
5
 Dengan 

rehabilitasi medis ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna/ketergantungan 

narkotika benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medis diobati 

dan disembuhkan. 

Menurut Dadang Hawari ada beberapa terapi (pengobatan) untuk 

rehabilitasi penyalahgunan NAZA dalam segi medis, diantaranya adalah:
6
 

1. Terapi detoksifikasi adalah bentuk terapi untuk menghilangkan racun 

(toksin) NAZA dari tubuh pasien penyalahguna dan ketergantungan 

NAZA. 

2. Terapi psikofarmaka adalah terapi untuk mengatasi gangguan mental 

dan prilaku. Karena setelah menjalani terapi detoksifikasi 

(menghilangkan racun dari tubuh) gangguan mental dan prilaku masih 

berlanjut, artinya (rasa ingin) masih belum hilang, sehingga kekambuhan 

dapat terulang kembali. 

3. Terapi psikoterapi adalah bentuk terapi untuk kejiwaan yang dinamakan 

psikoterapi. Pada pasien penyalahguna NAZA selain terapi dengan obat 

(psikofarmaka) juga diberikan terapi kejiwaan. 

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat 

                                                           
5
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, 5. 

6
 Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA, (Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, 2006), 104-115. 
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kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
7
 Dengan 

rehabilitasi sosial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali 

adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di 

sekolah/kampus, dan di tempat kerja. 

Ada beberapa jenis terapi yang digunakan dalam rehabilitasi sosial, 

diatnaranya adalah: 

1. Terapi psikososial adalah upaya untuk memulihkan kembali 

kemampuan adaptasi penyalahgunaan/ketergantungan narkotika 

kedalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara dibekali pendidikan dan 

keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja 

dapat diadakan di pusat rehabilitasi. 

2. Terapi psikoreligius adalah upaya untuk memulihkan dan memperkuat 

rasa percaya diri, harapan, dan keimanan. Menurut  Dadang Hawari 

terapi Psikoreligius (terapi keagamaan) terhadap pasien 

penyalahguna/ketergantungan narkotika ternyata memegang peranan 

penting, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Pada 

tahun 2000 Dadang Hawari telah melakukan penelitian terhadap 2.400 

pasien penyalahguna/ketergantungan narkotika dengan metode 

rehabilitasi medis, sosial dan agama. Mereka yang kambuh sebanyak 

293 pasien. Dari 293 pasien yang kambuh tadi diteliti lebih mendalam 

tentang ketaatannya dalam menjalankan ibadah agama, diperoleh hasil 

                                                           
7
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, 6. 
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bahwa mereka yang taat menjalankan ibadah (ritual agama: 

sembahyang, do`a, dzikir) resiko kekambuhannya 6,83%, mereka yang 

hanya kadang-kadang saja menjalankan ibadah resiko kekambuhannya 

21,5% sedangkan yang tidak menjalankan ibadah sama sekali resiko 

kekambuhannya mencapai 71,67%.
8
 

Termasuk dalam rehabilitasi psikoreligius ini adalah semua bentuk ritual 

keagamaan, misalnya dalam agama Islam antara lain: 

a. Menjalankan semahyang yang wajib 5 waktu dan ditambah dengan 

sembahyang sunah. 

b. Berdo‘a dan berdzikir. 

c. Mengaji. 

d. Pendalaman keagamaan dari ustad pembimbing/atau pengasuh dan 

dari buku-buku agama yang terkait khususnya dibidang agama. 

Adapun tujuan dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah:
9
 

a. Pasien menjadi sehat. 

b. Dapat mengembalikan pengendalian emosi. 

c. Memotivasi agar tidak mengulang penyalaahgunaan narkoba 

kembali. 

d. Menciptakan sikap prilaku positif untuk mampu menolak tawaran 

penyalahgunaan narkoba kembali. 

                                                           
8
 Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza, (Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, 2006), 123-127. 
9
 Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), Penanggulangan Bahaya Narkoba, (Jawa 

Timur: 2002), 42. 
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e. Menanamkan kepercayaan diri. 

f. Mendisiplinkan waktu dan prilaku sehari-hari secara efektif dan 

produktif. 

g. Mengembalikan konsentrasi untuk belajar atau bekerja. 

h. Dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungannya. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 

3/Pid.B/2015/PN Snb Tentang Penyalahgunaan Narkotika 

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

3/Pid.B/2015/PN Snb Tentang Penyalahgunaan Narkotika yang penulis teliti 

apabila dipandang dalam Hukum Pidana Islam maka perbuatan tersebut termasuk 

dalam perbuatan jinayah. Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang 

diharamkan Syara‘, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun 

selain jiwa dan harta benda.
10

 

Istilah narkotika tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam. Al Quran 

hanya menyebutkan istilah Khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum 

ditentukan statusnya, maka dapat diseleseikan melalui metode qiyas.
11

 Qiyas 

adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan 

hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumannya.
12

 

Menurut penulis metode Qiyas dalam sumber Hukum Pidana Islam 

untuk menyamakan narkoba dengan Khamr hanyalah menyamakan larangan 

                                                           
10

 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12. 
11

 Nurul Irfan, fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 172. 
12

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16. 
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dan status hukumnya saja. Namun untuk sanksi pidananya tidak bisa disamakan 

dengan Khamr.  

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari yang sudah dijelaskan 

di bab sebelumnya bahwa narkoba lebih berbahaya daripada Khamr  dan 

narkoba tidak diminum seperti halnya Khamr.  

Sesuai dengan penjelasan ketiga imam madzab yaitu Imam Maliki, 

Imam Syafi‘i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamr dan minuman 

lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun 

tidak. Dan disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun 

selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah Ta‘zi>r (tergantung 

penguasa setempat).  

Yang dimaksud minuman yang memabukkan adalah memasukkan 

minuman yang memabukkan ke dalam mulut lalu ditelan masuk ke perut 

melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal.
13

 

Sedangkan cara mengkonsumsi berbagai jenis narkoba tidak ada yang 

diminum seperti halnya Khamr. Dalam penelitian ini adalah narkotika jenis 

ganja. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa tanaman ganja 

yang dipergunakan sebagai narkotika adalah daun dan ujung tangkai yang 

berbunga yang dipotong-potong lalu dikeringkan yang mirip dengan proses 

pengeringan tembakau. dan cara menikmatinya pun sama dengan rokok yaitu 

                                                           
13

 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo, 

2000), 97-98. 
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dilinting dan dihisap layaknya merokok. Jadi cara menikmati ganja tidak 

diminum seperti halnya Khamr, dan efeknya pun lebih berbahaya ganja 

daripada Khamr. 

Dalam hal ini, jelas bahwa narkotika sangat berbeda dengan Khamr. 

Sehingga sanksi pidana narkoba tidak bisa disamakan dengan Khamr, meskipun 

keduanya sama-sama memabukkan. Namun narkoba sangat berbeda dengan 

Khamr. Selain narkoba lebih berbahaya daripada Khamr, cara mengkonsumsi 

narkoba juga berbeda dengan Khamr. 

Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk dalam 

kategori jarimah Ta‘zi>r. Yang mana, jenis hukuman dan berat ringannya adalah 

tergantung pada penguasa setempat.  

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna 

dan pengedar narkotika, keduanya adalah termasuk jarimah Ta‘zi>r. 

Sebagaimana Sabda Nabi saw :“Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: Rasulullah 

saw telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan 

dengan Khamr, yaitu: pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, pengirimnya, 

penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan 

pemesannya.”
14

 

Namun untuk berat ringannya dan jenis hukumannya adalah tergantung 

pada tingkatan maksud jahatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Jinayah 

yang berbunyi : “Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku 

berbeda-beda bergantung kepada tingkatan maksud jahat atau i`tikad 

                                                           
14

 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 33-34. 
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jahatnya.”
15

 Yang jelas sanksi pidana antara penyalahguna dan pengedar 

narkoba jelas berbeda. Dan pengedar narkoba hukumanya lebih berat daripada 

penyalahguna, karena dapat merusak generasi bangsa. 

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi Ta‘zi>r bagi penyalahgunaan 

narkotika seperti yang sudah dijelaskan penulis di bab sebelumnya, adalah: :
16

 

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan 

Jarimah. Agar tidak melakukan jarimah. 

2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi 

perbuatan jarimah di kemudian hari. 

3. Kuratif (is}la>h). Ta‘zi>r harus mampu membawah perbaikan prilaku terpidana 

di kemudian hari. 

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah 

yang lebih baik. 

Syara‘ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap Jarimah 

Ta‘zi>r, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan 

sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana 

yang sesuai. Dengan demikian sanksi Ta‘zi>r tidak mempunyai batas tertentu. 

 

 

 
                                                           
15

 Ibid., 21. 
16

 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013),  142. 


